ABSTRAK



Penggunaan alat bukti rekaman elektronik kini sudah menjadi bagian dari pada praktik hukum, khususnya dalam proses pembuktian pada tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi pada Pasal 184 KUHAP tidak ada mengatur secara jelas terkait rekaman elektronik sebagai alat bukti dalam peradilan pidana. Selaras dengan judul penelitian ini yaitu “Legalitas rekaman Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu apa peran pembuktian dalam hukum acara pidana? Apa saja jenis alat bukti dan kekuatan pembuktiannya? Dan bagaimana eksistensi serta kedudukan rekaman elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang.


Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis yuridis normatif dan pendekatan analisis yuridis empiris. Lokasi Penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Medan. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen dan lain-lain. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas rekaman elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang merupakan pijakan dalam mengakui keberadaan rekaman elektronik sebagai alat bukti, yang mana telah diatur dan diakui dalam beberapa undang-undang, antara lain; UU ITE, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Korupsi, UU Dokumen Perusahaan dan  UU Terorisme. Agar rekaman elektronik diterima menjadi alat bukti dalam persidangan harus memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur dalam UU ITE dan juga mengajukan alat bukti lainnya, sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
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ABSTRACT



The use of electronic recording evidence has now become part of legal practice, especially in the process of proving money laundering crimes. However, Article 184 of the Criminal Procedure Code does not clearly regulate electronic recordings as evidence in criminal justice. In line with the title of this research, namely "Legality of Electronic Records as Evidence in the Crime of Money Laundering". The problems discussed are what is the role of evidence in criminal procedural law? What are the types of evidence and the strength of the evidence? And how is the existence and position of electronic records as evidence in the crime of money laundering.


This research approach uses a normative juridical analysis approach and an empirical juridical analysis approach. The research location is the Medan District Court. The data of this study include primary data and secondary data. Primary data is the main data in this study, while secondary data is used to support primary data. Data collection techniques used are through interviews and library research in the form of books, laws and regulations, archives, documents and others. Data analysis used qualitative data analysis.


The results of this study indicate that the legality of electronic records as evidence in the crime of money laundering is the basis for recognizing the existence of electronic records as evidence, which has been regulated and recognized in several laws, including; ITE Law, Money Laundering Law, Corruption Eradication Law, Company Documents Law and Terrorism Law. In order for an electronic record to be accepted as evidence in a trial, it must meet the formal and material requirements stipulated in the ITE Law and also submit other evidence, at least two pieces of evidence as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code.
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